
BUPATI BUTON UTARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 6 
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perjalanan
dinas bagi para pengawas lingkup Dinas Pendidikan, sewa 
kendaraan dalam kota, perjalanan dinas kegiatan rapat, 
seminar dan sejenisnya, serta kerja lembur maka perlu 
dilakukan perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Buton 
Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3988);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2013 
tentang Keija Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi 
Pegawai Negeri Sipil;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2012 Nomor 56);

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 
Nomor 12);



33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Keija Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 49);

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 50);

35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2008 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2009 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2010 Nomor 13);

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan 
dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 14);

39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2010 Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);

42. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 
Nomor 47);



43. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten 
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2012 Nomor 48);

44. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2012 Nomor 57);

45. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2013 Nomor 7);

46. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 26);

47. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 27);

48. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 28 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton 
Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 
Nomor 28);

49. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 34 Tahun 2013 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014 
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 
Nomor 34);

50. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

/



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas 
(SPD), diantara huruf f  dan huruf g disisipkan satu huruf, sehingga berbunyi:

f l .  Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten (antar Kecamatan) khusus 
para Pengawas lingkup Dinas Pendidikan, SPT dan SPD ditandatangani 
oleh Kepala Dinas Pendidikan (a.n. Bupati Buton Utara).

2. Ketentuan biaya perjalanan dinas, pada huruf g mengenai sewa kendaraan 
dalam kota pada angka 1, diubah sehingga berbunyi :

1) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat negara 
untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan serta dibayarkan 
sesuai dengan biaya riil.

3. Ketentuan perjalanan dinas kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya ditambah 
satu huruf, sehingga berbunyi :

h. Perjalanan dinas jabatan dalam menghadiri kegiatan rapat, seminar dan 
sejenisnya dalam wilayah domisili (wilayah kecamatan tempat domisili) 
khususnya wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau tidak 
memiliki akses darat, maka dapat dibayarkan transport lokal melebihi 
ketentuan pada huruf g sesuai dengan biaya riil.

4. Ketentuan Honorarium, Uang Lembur dan Uang Makan Lembur, pada huruf 
d, f, dan g diubah sehingga berbunyi :

d. Pada hari kerja (senin s.d. sabtu), batasan waktu kerja lembur 
maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam  dalam seminggu 
dan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur maksimal 8 (delapan) jam 
sehari serta dapat diberikan uang makan lembur maksimal 2 (dua) kali 
dan uang lembur sebesar 200% dari besarnya uang lembur pada hari 
kerja.

f. Uang makan lembur dapat diberikan kepada pejabat, staf dan Pegawai 
Tidak Tetap apabila melaksanakan pekerjaan diluar jam kantor (kerja 
lembur) paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut dan maksimal 1 
(satu) kali per hari;

g. Kerja lembur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran 
Perubahan APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 
kegiatan sekretariat BPKAD, sub bidang perbendaharaan dan sub bidang 
pengelolaan asset, Penyusunan RKA, LAKIP, Renja DPA/DPPA serta 
Penerimaan/Perekrutan CPNSD, jumlah jam lembur disesuaikan dengan 
kebutuhannya.



Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buton 
Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2014, masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati Buton Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal IH- 06 -  2014

SEKRET/
KABUPATEN

//«K/
AERAH 

f$ON UTARA,

LA DJIRU

ZAKARIAH

di Buranga 
14-0 0. 2014

UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR 19


